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ABSTRAK 
 

PELANGGARAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU 
USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI TRANSAKSI 

ELEKTRONIK (E-COMMERCE) 
 

DINA NOVIANA 
 

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya teknologi 
menjadikan kegiatan perdagangan mengalami perubahan. 
Kecenderungan akan meningkatnya perdagangan yang berkaitan 
dengan transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung atau 
melalui transaksi elektronik. kehadiran perdagangan elektronik 
berpotensi terjadinya pelanggaran hak merek. Serta bagaimana peran 
hukum meminimalisir pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 
hak merek dalam transaksi elektronik serta upaya yang dilakukan 
pemilik merek dalam menghadapi pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran melalui transaksi elektronik. Metode yang digunakan 
dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut UU 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Upaya hukum yang dilakukan yaitu pemilik merek 
mengajukan tindakan hukum sesuai Pasal 38 UU ITE, adanya 
kebijakan kominfo pemilik merek dapat mengajukan pengaduan 
kepada penyedia platform untuk menghapus atau memblokir konten 
yang melanggar kekayaan intelektual, pemilik merek dapat meminta 
pertanggungjawaban dari pelaku usaha menggunakan merek tanpa 
hak, mengajukan gugatan secara perdata berupa pengajuan gugatan 
pembatalan merek, penghapusan merek, gugatan pembatalan merek 
dan gugatan pelanggaran merek dan gugatan atas putusan komisi 
banding merek serta gugatan pidana dan gugatan secara 
administratif. 

 
Kata kunci: Pelanggaran Hak Merek, Perdagangan, Transaksi 

Elektronik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Perkembangan globalisasi dalam segala bidang kehidupan 

masyarakat, baik bidang sosial, ekonomi maupun budaya semakin 

mendorong laju perekonomian masyarakat. Dengan semakin 

meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana 

transportasi, telah menjadikan kegiatan perdagangan barang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Kecenderungan akan meningkatnya perdagangan barang terus 

berlangsung secara terus menerus sejalannya dengan pertumbuhan 

ekonomi yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan 

kenyataan dapat dipahami jika akan adanya tuntutan kebutuhan 

suatu pengaturan yang lebih memadai dalam terciptanya suatu 

kepastian dan perlindungan hukum. 

Perubahan yang terjadi didukung oleh “Perkembangan 

teknologi yang sangat pesat sehingga mengubah perilaku 

masyarakat dan pradaban manusia secara global.1 Perubahan yang 

diakibatkan oleh perkembangan teknologi adalah perilaku manusia 

dalam mewujudkan hasil kekayaan intelektual. 

Perdagangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan transaksi 

barang antara penjual dan pembeli secara langsung. Namun, di era 

1 Ramli Ahmad, 2018, Cyber law dan Haki, Bandung: Rafika Aditama, 
 
 

1 
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serba digital banyak pedagang atau pelaku usaha melakukan 

transaksi bisnisnya melalui transaksi elektronik (e-commerce) 

sehingga mempermudah pembeli melakukan transaksi secara online 

tanpa harus langsung atau bertatap muka ke pedagang atau pelaku 

usaha dalam transaksi. 

Perdagangan elektronik dapat memberikan dampak positif dan 

dampak negative dalam pengawasan terhadap barang-barang yang 

dijual menjadi tidak lebih efisien, sehingga secara tidak langsung 

kehadiran perdagangan elektronik berpotensi akan terjadinya 

pelanggaran yaitu pelanggaran hak merek. 

Merek merupakan bagian dari “kekayaan intelektual yang 

sangat penting dalam dunia perdagangan dan pemasaran karena 

mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dengan merek 

tertentu. 2 Di indonesia pengaturan merek diatur dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kemudian 

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 butir 1 

menyatakan bahwa : 

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis 
berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, 
dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, 
hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih untuk 
membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang 
atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau 
jasa. 

 
 

2 Tim Lindsey dkk, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 
Bandung; PT. Alumni 
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Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 butir 5 mengenai hak 

merek menyebutkan bahwa “hak merek adalah hak eksekutif yang 

diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka 

waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunankannya. 

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian 

hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. 

Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai intansi 

pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik merek. Pendaftaran 

merek dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Undang Nomor. 15 Tahun 2001. 

Hak merek yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI 

oleh pemilik merek membuktikan dengan sertifikat pendaftaran 

merek maka pihak lain atau pelaku usaha tidak berhak menggunakan 

merek yang sama. Tanpa izin pemilik merek merupakan perbuatan 

pelanggaran terhadap merek. 

Di Indonesia merek dapat diberikan jaminan kualitas dari 

suatu barang yang dihasilkan oleh perusahaan merek terdaftar. 

Masyarakat memilih barang yang mutunya bagus dan merek yang 

sudah dikenal. Ciri dari merek terkenal diberikan “Perlindungan 
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dalam pemakaian secara umum dan pada barang yang berhubungan 

pada jenis saat pendaftaran merek.3 

Dalam kegiatan perdagangan pelaku usaha sering kali tidak 

beritikad baik dengan melakukan pelanggaran hak merek untuk 

memperdagangkan produknya yang bukan bagian dari merek 

terdaftar. “Penggunaan merek yang dilakukan tanpa izin merugikan 

pemegang hak merek terdaftar yang melekat pada suatu barang. 

Pelanggaran hak merek terjadi karena ketidakjujuran pelaku 

usaha dalam persaingan perdagangan. Pelaku usaha sering tidak 

menghiraukan aturan hukum yang ada. Praktek pelannggarab hak 

merek yang sering terjadi adalah meniru barang dagangan yang 

terkenal dan sudah memiliki pasar. 

Pelanggaran merek merupakan masalah bagi industri dalam 

skala global. Menurut “International Trademark Association dan 

The Internasional Chamber of Commerce, pemalsuan dalam 

ekonomi global mencapai 2,3 triliun dollas AS pada tahun 2022, 

suatu peraturan yang mengatur jalannya perdagangan elektronik 

sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran merek dalam 

perdagangan elektronik. 4 

Tingginya pemalsuan merek di Indonesia terjadi dikarenakan 
 
 

3 Lindsey, Tim, Op.cit 
4 Internasional Trademark Association, 2018, Association Takes Part in 

Anticounterfeiting Events in Indonesia, Nigeria, Thailand, and the United States, 
https://www.inta.org/association-takes-part-in-anticounterfeiting-events-in- 
indonesianigeria-thailand-and-the-united-states/, diakses tanggal 28 November 
2022 pukul 09.45 WIB. 

http://www.inta.org/association-takes-part-in-anticounterfeiting-events-in-
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“Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak buruk dari 

barang palsu selain itu dalam penegakan dan kebijakan hukum 

terhadap merek masih lemah. Tak heran Indonesia menjadi salah 

satu negara dengan sistem perlindungan kekayaan intelektualyang 

lemah menurut World Intellectual Property Organization (WIPO).5 

Pelanggaran hak merek sangat merugikan pembeli karena 

pembeli mendapatkan produk dengan kualitas yang lebih rendah 

daripada merek asli produk. Persaingan yang tidak dibenarkan 

identik dengan hak kekayaan intelekual oleh “Para pelaku usaha 

dengan cara yang tidak tulus dalam hak kekayaan intelektual.6 

Persaingan tidak jujur (unfair competition) sangat tidak 

diharapkan dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan bagi Hak 

Milik Perindustrian (Paris Convention for The Protection of 

industrial property) tahun 1938 telah diperbaharui beberapa kali, 

terakhir pada tahun 1967 dan indonesia telah meratifikasi konvensi 

paris untuk versi london (london act) tahun 1934 sejak 24 Desember 

1950. Pada tahun 1979 indonesia mengesahkan konvensi paris versi 

stockholm 1967 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 Pasal 10 

konvensi paris menyatakan “negara peserta terikat untuk 

memberikan  perlindungan  yang  efektif  agar  tidak  terjadi 

5 WIPO) World Intellectual Property Organization, 2007, 
GlobalSurveyonCounterfeitingandPiracy,https://www.wipo.int/ipoutreach/en/too 
ls/research/details.jsp?id=156, diaksestanggal 30 Oktober 2022 pukul 08.08 WIB. 

6 Munir Fandy, 1999, Hukum Monopoli Menyongsong Era Persaingan 
Sehat, PT. Citra Aditya 

https://www.wipo.int/ipoutreach/en/tools/research/details.jsp?id=156
https://www.wipo.int/ipoutreach/en/tools/research/details.jsp?id=156
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persaingan tidak jujur. Dalam ayat (2) bahwa setiap perbuatan yang 

bertentangan dengan “honest practices industrial and commercial 

matters” dianggap sebagai pemberatan persaingan tidak jujur7. 

Perlindungan merek dalam “perdagangan elektronik sangat 

penting agar dapat melindungi pihak lain seperti pemilik merek yang 

mungkin dirugikan dengan adanya barang palsu. Menurut Pasal 

1365 KUHPerdata menyatakan “Setiap orang yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian 

yang timbul dari kesalahannya tersebut.” 

Kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang merek dan 

indikasi geografis Pasal 21 ayat (1) maka ditetapkan ketentuan 

tentang merek dalam pasal tersebut menyatakan : 

Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah 
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan 
antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga 
menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai 
bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi 
antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat 
dalam merek tersebut. 

 
Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi dapat 

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga atas penggunaan 

tanpa hak atas merek dengan persamaan pada pokonya untuk barang 

yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi atau penghentian pembuatan 

barang yang menggunakan merek tersebut. 

 

7 Ni Made Ratih Prameswari, 2021, Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek 
dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha tidak sehat di Indonesia, Bali; 
journal: Analogi Hukum. 
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Kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha dalam 

melakukan pemalsuan, duplikat, persamaan pada pokoknya atau 

pemakaian merek tanpa hak menyebabkan hilangnya keuntungan 

dan reputasi pemilik merek dalam dunia perdagangan. Berdasarkan 

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis bahwa: 

Pasal 84 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 
menyatakan: 
1. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah 

kerugian yang besar, pemilik pemerek dan/atau penerima 
lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan 
kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, 
peredaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang 
menggunakan merek tersebut secara tanpa hak; 

2. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang 
menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat 
memerintahkan penyerahan atau nilai barang tersebut 
dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

 
 

Menurut uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas 

secara singkat dan sederhana tentang bagaimana peran hukum 

meminimalisir pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak 

merek dalam transaksi elektronik (e-commerce), apa upaya yang 

dapat dilakukan pemilik merek dalam menghadapi pelaku usaha 

yang melakukan pelanggaran melalui transaksi, dengan judul 

Pelanggaran Hak Merek yang dilakukan Pelaku Usaha dalam 

Perdagangan melalui transaksi elektronik (e-commerce). 
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B. Permasalahan 
 

1. Bagaimana peran hukum dalam meminimalisir pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran hak merek dalam transaksi elektronik (e-

commerce)? 

2. Apa upaya yang dapat dilakukan pemilik merek dalam 

menghadapi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui 

transaksi elektronik (e-commerce)? 

 
C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 
Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam 

pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pelanggaran 

hak merek yang dilakukan pelaku usaha dalam perdagangan melalui 

transaksi elektronik (e-commerce), dan tidak menutup kemungkinan 

untuk membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan 

permasalahan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
 

1. Peran hukum dalam meminimalisir pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran hak merek dalam transaksi elektronik (e-commerce). 

2. Upaya yang dapat dilakukan pemilik merek dalam menghadapi 

pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui transaksi 

elektronik (e-commerce). 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan 
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sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang 

dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater. 

 
D. Kerangka Konseptual 

 
Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: 

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan 
hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang 
akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. 
Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari 
konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. 
Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan 
perundang-undangan. Kerangka konseptual mempunyai tujuan 
untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang 
diambil akan lebih fokus sebagai contoh, judul skripsi: 
Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka dalam 
kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; 
penggelapan, calon haji, ibadah haji.8 

 
Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian 

perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan 

dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain. 

1. Pelanggaran adalah “Suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan 

berhubungan dengan hukum berarti tidak lain dari pada perbuatan 

melawan hukum.9 

 
 

8 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2002, Buku 
Pedoman Penulisan Skirpsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Palembang, 

9 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Refika 
Aditama, 
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2. Hak adalah “Sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang 

sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang.10 

3. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, 

hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih untuk 

membedakan barang yang diproduksi oleh orang atau badan 

hukum dalam kegiatan perdagangan barang (Pasal 1 butir 1 UU 

No.20 Tahun 2016). 

4. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu 

dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan 

izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 butir 5 

UU No.20 Tahun 2016). 

5. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha hukum 

atau bukan yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri 

atau bersama-sama melalui perjanjian penyelengaraan kegiatan 

usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 butir 3 UU No. 8 

Tahun 1999). 

 
 
 
 

10 Darwan Prints, 2000, Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti. Hlm 22-23 
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6. Perdagangan adalah “Orang yang berdagang dan/atau melakukan 

perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak 

diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.11 

7. Transaksi adalah “Persetujuan jual beli dalam perdagangan antara 

penjual dan pembeli.12 

8. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media 

elektronik (Pasal 1 butir 3 UU No. 19 Tahun 2016). 

 
E. Metode Penelitian 

 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 
Selaras dengan pembahasan permasalahan jenis penelitian 

tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif 

dengan menggambarkan peranan hukum dalam meminimalisir 

pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak merek dalam 

transaksi elektronik (e-commerce) dan upaya yang dapat 

dilakukan pemilik merek dalam menghadapi pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran melalui transaksi elektronik (e- 

commerce), sehingga tidak menguji hipotesa. 

2. Jenis data 
 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dan data primer. 

 
11 Eko Sujatmiko, 2014, Kamus IPS, Surakarta: Aksara Sinergi Media 

Cet. 1, hlm 231 
12 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indnonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1728 
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3. Teknik pengumpulan data 
 

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 
 

a. Penelitian kepustakaan (Library Reseacrh) 
 

Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap 

data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan 

perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, 

laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat 

dalam majalah ilmuah) dan bahan hukum tersier (kamus 

bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, kamus bahasa 

belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan statistik) yang 

relevan dengan permasalahan penelitian ini. 

4. Teknik pengelohan data 
 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan 

menganalisis data yang dianalisi secara normatif untuk 

selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

 
F. Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 
 

Pada bab ini disajikan tentang pengertian merek, jenis 

merek, subjek hak merek, hak dan kewajiban pemegang hak 

merek, transaksi elektronik, karakteristik transaksi 

elektronik, jenis transaksi elektronik, bentuk transaksi 

elektronik, keuntungan dan kerugian transaksi elektronik, 

asas dan prinsip jual beli dalam transaksi elektronik, kotrak 

transaksi elektronik dan perlindungan konsumen dalam 

transaksi elektronik. 

BAB III Pembahasan 
 

Pada bab ini membahas mengenai peranan hukum 

meminimalisir pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 

hak merek dalam transaksi elektronik (e-commerce) dan 

upaya yang dapat dilakukan pemilik merek dalam 

menghadapi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 

melalui transaksi elektronik (e-commerce). 

BAB IV Penutup 
 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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